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Abstrak 

Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa 

menghabiskan modal alam yang menopang kehidupan. Ekonomi hijau dan ekonomi biru menawarkan 

jalan transformasi tersebut dengan menempatkan produktivitas sumber daya, keadilan sosial, ketahanan 

iklim, kesehatan ekosistem, dan inovasi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Ekonomi hijau 

mencakup energi, industri, pangan, kota, kehutanan, sirkularitas, pembiayaan, dan pekerjaan rendah 

karbon. Ekonomi biru memusatkan perhatian pada laut, pesisir, perikanan, akuakultur, pelayaran, wisata, 

energi laut, bioteknologi, serta jasa ekosistem. Keduanya bertemu pada daerah aliran sungai, pesisir, 

rantai pasok, iklim, polusi, dan tata kelola ruang. Artikel ini menjelaskan fondasi konseptual, kondisi 

Indonesia, sektor prioritas, instrumen ekonomi, pembiayaan, keadilan transisi, pengukuran, tata kelola, 

dan peta jalan 2026–2045. Argumen utamanya ialah bahwa hijau dan biru tidak boleh menjadi label 

tambahan bagi model ekstraktif lama. Transformasi hanya terjadi bila nilai alam masuk ke keputusan, hak 

masyarakat dilindungi, insentif berubah, teknologi dan kapabilitas dibangun, serta keberhasilan diukur 

melalui kesejahteraan dan kekayaan yang tetap tersedia bagi generasi mendatang. 

Kata Kunci 

Ekonomi hijau; ekonomi biru; pembangunan berkelanjutan; modal alam; dekarbonisasi; ekonomi sirkular; 

kelautan; pesisir; keadilan transisi; Indonesia Emas 2045 

1. Pendahuluan: Mengapa Indonesia Memerlukan Jalan Baru 

Indonesia tumbuh di atas fondasi ekologis yang luar biasa. Hutan tropis, tanah, sungai, danau, gambut, 

mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta laut menyediakan pangan, air, energi, bahan baku, 

perlindungan bencana, budaya, dan mata pencaharian. Namun, sistem akuntansi dan keputusan 

pembangunan sering memperlakukan jasa tersebut sebagai gratis sampai rusak. PDB dapat naik ketika 

hutan ditebang, mineral digali, ikan ditangkap, atau kawasan pesisir dibangun, sementara kehilangan stok 

alam, kesehatan, dan ketahanan tidak selalu tercatat. 

Paradoks inilah yang membuat ekonomi hijau dan ekonomi biru relevan. Keduanya tidak menolak 

pembangunan. Keduanya menolak anggapan bahwa kerusakan adalah harga alamiah kemajuan. 

Tujuannya ialah menciptakan nilai ekonomi dengan energi lebih bersih, material lebih efisien, ekosistem 

lebih sehat, teknologi lebih baik, pekerjaan lebih layak, dan pembagian manfaat lebih adil. 

Indonesia sebagai negara kepulauan tidak dapat memisahkan darat dan laut. Sampah dari kota masuk 

sungai lalu laut. Sedimentasi dari DAS merusak terumbu. Kebakaran dan emisi darat memengaruhi iklim 

yang menaikkan muka laut. Pembangunan pelabuhan memerlukan kawasan hinterland. Pangan 

menghubungkan sawah, tambak, perikanan, logistik dingin, dan pasar. Karena itu, ekonomi hijau dan biru 

harus menjadi satu arsitektur. 

RPJPN 2025–2045 menempatkan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian jalan 

menuju Indonesia Emas. Tantangan berikutnya ialah mengubah visi menjadi keputusan investasi, regulasi, 
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anggaran, perilaku usaha, dan kapabilitas masyarakat. Artikel ini menawarkan kerangka agar transformasi 

tidak berhenti pada slogan. 

2. Dari Ekonomi Ekstraktif menuju Ekonomi Regeneratif 

Model ekstraktif mengambil sumber daya, memproses, menggunakan, lalu membuang. Selama cadangan 

alam dianggap luas dan daya tampung dianggap tidak terbatas, model ini tampak murah. Biaya 

sesungguhnya dipindahkan kepada warga, wilayah lain, negara, atau generasi mendatang dalam bentuk 

penyakit, banjir, abrasi, tanah rusak, konflik, hilangnya ikan, dan perubahan iklim. 

Ekonomi regeneratif berusaha memulihkan kemampuan sistem alam dan sosial. Ia mengurangi 

penggunaan material primer, memperpanjang umur produk, memulihkan lahan, membangun stok ikan, 

menurunkan emisi, dan memperkuat komunitas. Regenerasi tidak selalu berarti kembali ke kondisi masa 

lalu, tetapi mengembalikan fungsi ekosistem dan kapasitas adaptasi. 

Perubahan ini menuntut tiga pergeseran. Pertama, dari arus pendapatan menuju neraca kekayaan. Kedua, 

dari efisiensi proyek menuju ketahanan sistem. Ketiga, dari kompensasi setelah kerusakan menuju 

pencegahan dan prinsip kehati-hatian. Keputusan menjadi lebih baik ketika dampak kumulatif, risiko 

ambang ekologis, dan distribusi manfaat-biaya diperhitungkan. 

Pasar berperan melalui harga, inovasi, dan kewirausahaan, tetapi tidak dapat sendirian menjaga barang 

publik, mengatasi eksternalitas, atau melindungi hak. Negara diperlukan untuk menetapkan batas, 

mengoreksi insentif, menyediakan informasi, membangun infrastruktur, dan menegakkan aturan. 

Masyarakat memegang pengetahuan lokal, legitimasi, serta pengawasan. 

3. Hubungan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru 

Ekonomi hijau sering dipahami sebagai kegiatan rendah karbon dan efisien sumber daya, sedangkan 

ekonomi biru sebagai pemanfaatan laut berkelanjutan. Pembedaan berguna untuk fokus, tetapi batas 

ekologisnya cair. Mangrove adalah hutan sekaligus ekosistem pesisir. Energi lepas pantai memerlukan 

jaringan di darat. Industri dan pertanian memengaruhi kualitas laut melalui limbah dan nutrien. 

Keduanya disatukan oleh lima prinsip: menjaga modal alam, menginternalisasi eksternalitas, 

meningkatkan efisiensi dan sirkularitas, membangun ketahanan, serta membagi manfaat secara adil. 

Prinsip tersebut diterjemahkan berbeda menurut ekosistem dan sektor. Batas tangkap ilmiah relevan 

untuk perikanan; standar emisi relevan untuk industri; tata ruang relevan bagi keduanya. 

Integrasi mencegah pemindahan masalah. Kendaraan listrik mengurangi emisi knalpot, tetapi 

penambangan mineral dan sumber listriknya tetap harus dikelola. Akuakultur meningkatkan pangan, 

tetapi pakan, limbah, penyakit, dan konversi mangrove dapat menciptakan dampak. Biofuel mengurangi 

fosil, tetapi ekspansi lahan dapat mengancam hutan dan pangan. 

Kerangka terpadu menanyakan jejak siklus hidup, dampak lintas wilayah, dan konsekuensi sosial. 

Kebijakan dinilai bukan karena label hijau atau biru, melainkan perubahan bersih terhadap emisi, 

biodiversitas, air, pekerjaan, produktivitas, dan kesejahteraan. 
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4. Modal Alam, Batas Ekologis, dan Kesejahteraan 

Modal alam adalah stok yang menghasilkan aliran jasa. Hutan mengatur air dan iklim; mangrove 

melindungi pantai; terumbu menyediakan habitat dan wisata; tanah menyimpan karbon dan mendukung 

pangan. Jika stok menurun melewati ambang tertentu, aliran jasa dapat runtuh atau mahal dipulihkan. 

Valuasi ekonomi membantu memperlihatkan nilai yang sebelumnya tidak terlihat, tetapi tidak semua nilai 

dapat atau perlu diuangkan. Identitas, spiritualitas, hak, dan keberadaan spesies memiliki dimensi etis. 

Valuasi adalah input keputusan, bukan izin membeli seluruh kerusakan. Hierarki mitigasi—hindari, 

minimalkan, pulihkan, baru kompensasi—harus tetap berlaku. 

Pembangunan berkelanjutan memerlukan indikator di luar PDB, termasuk kekayaan inklusif, stok sumber 

daya, emisi, kesehatan, dan ketahanan. Pertumbuhan yang mengurangi kekayaan bersih adalah pinjaman 

dari masa depan. Sebaliknya, restorasi dapat dipandang sebagai investasi produktif. 

Prinsip kehati-hatian penting ketika ilmu belum pasti tetapi kerusakan berpotensi besar atau tidak dapat 

balik. Ketidakpastian bukan alasan menunda perlindungan; ia menjadi alasan membangun margin 

keselamatan, pemantauan, dan manajemen adaptif. 

5. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pembangunan 

Bab ini menempatkan ekologi sebagai fondasi produktivitas dan kesejahteraan. Ruang lingkupnya meliputi 

mitigasi, adaptasi, kerugian dan kerusakan, risiko fisik, risiko transisi, serta ketahanan komunitas. 

Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa 

diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup kenaikan suhu, cuaca ekstrem, perubahan hujan, banjir, kekeringan, 

kebakaran, kenaikan muka laut, dan pengasaman samudra. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa pengurangan emisi membatasi risiko masa depan, sedangkan 

adaptasi mengurangi paparan dan kerentanan yang sudah ada. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan 

agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada 

pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka 

inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, petani kecil, nelayan, warga pesisir, pekerja informal, perempuan, anak, lansia, dan 

penyandang disabilitas sering menanggung risiko lebih besar. Inklusi tidak berarti hanya mengundang 

masyarakat ke pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses 

terhadap manfaat, perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Jalan Baru Pembangunan Indonesia 

RudyCT Academic Series 2026   •   6 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup inventaris emisi, skenario iklim, infrastruktur tahan iklim, perlindungan 

sosial adaptif, peringatan dini, asuransi, restorasi, dan tata ruang. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup emisi dan intensitas karbon, kerugian bencana, cakupan adaptasi, kesiapan 

daerah, kualitas ekosistem, dan kelompok terlindungi. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang mitigasi, adaptasi, kerugian dan kerusakan, risiko fisik, risiko transisi, serta 

ketahanan komunitas harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket inventaris emisi, skenario iklim, infrastruktur tahan iklim, perlindungan sosial 

adaptif, peringatan dini, asuransi, restorasi, dan tata ruang perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 
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tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti emisi dan intensitas karbon, kerugian bencana, cakupan 

adaptasi, kesiapan daerah, kualitas ekosistem, dan kelompok terlindungi perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

6. Transisi Energi Bersih dan Ketahanan Energi 

Transformasi pada bidang ini membutuhkan perubahan teknologi sekaligus institusi. Ruang lingkupnya 

meliputi energi terbarukan, efisiensi, jaringan, penyimpanan, elektrifikasi, bahan bakar bersih, dan akses 

energi. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. 

Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup ketergantungan fosil, subsidi, polusi, volatilitas harga, aset terlantar, konflik 

lahan, ketidakandalan jaringan, dan biaya modal. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa efisiensi menurunkan permintaan, energi domestik terbarukan 

mengurangi risiko impor, dan elektrifikasi membuka inovasi lintas sektor. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 

daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, rumah tangga miskin dan wilayah terpencil memerlukan akses terjangkau; pekerja 

serta daerah batubara memerlukan transisi yang adil. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat 
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ke pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup lelang yang transparan, reformasi subsidi, penguatan jaringan, 

penyimpanan, efisiensi bangunan dan industri, transportasi listrik, serta pembiayaan transisi. Instrumen 

dibedakan menurut fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada 

eksternalitas, membangun barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau 

melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup bauran energi, intensitas energi, emisi, keandalan, biaya sistem, akses, 

pekerjaan hijau, kualitas udara, dan investasi. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan dampak. Luas 

kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama dengan perubahan; 

sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang energi terbarukan, efisiensi, jaringan, penyimpanan, elektrifikasi, bahan bakar 

bersih, dan akses energi harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 
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Dalam praktik daerah, paket lelang yang transparan, reformasi subsidi, penguatan jaringan, penyimpanan, 

efisiensi bangunan dan industri, transportasi listrik, serta pembiayaan transisi perlu diterjemahkan ke 

dalam rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari 

metropolitan, kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan 

data, tenaga ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap 

nasional. Kerja sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas 

melintasi batas. Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah 

yang menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi 

sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti bauran energi, intensitas energi, emisi, keandalan, biaya 

sistem, akses, pekerjaan hijau, kualitas udara, dan investasi perlu tersedia dalam bentuk yang dapat 

dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan 

memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak diungkap 

atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil 

dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika informasi mengubah 

keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

7. Industri Hijau dan Daya Saing Rendah Karbon 

Bagi Indonesia, keberhasilan sektor ini ditentukan oleh hubungan pusat-daerah, hulu-hilir, dan manusia-

alam. Ruang lingkupnya meliputi efisiensi material dan energi, elektrifikasi proses, hidrogen, substitusi 

bahan, desain produk, standardisasi, dan rantai pasok. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, 

teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan 

kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup teknologi terkunci, mesin usang, biaya awal tinggi, ketidakpastian standar, 

kebocoran karbon, dan ketergantungan teknologi impor. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa inovasi proses menurunkan biaya sepanjang umur, standar 

membuka pasar premium, dan sirkularitas mengurangi input primer. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 

daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 
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menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, pekerja dan UMKM pemasok memerlukan keterampilan, pembiayaan, teknologi, 

serta waktu penyesuaian. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, tetapi 

memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan dari 

kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup audit energi, standar kinerja, kawasan industri hijau, pusat teknologi, 

pengadaan hijau, insentif bersyarat, pelaporan, dan carbon pricing. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup intensitas energi, karbon dan material, nilai tambah, ekspor rendah karbon, 

adopsi teknologi, pemasok lokal, upah, dan kepatuhan. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang efisiensi material dan energi, elektrifikasi proses, hidrogen, substitusi bahan, 

desain produk, standardisasi, dan rantai pasok harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, 

data dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan 

arus pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya 

layak bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa 

manfaat publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas 
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pelaksana sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan 

siapa menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi 

jika hasil ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket audit energi, standar kinerja, kawasan industri hijau, pusat teknologi, 

pengadaan hijau, insentif bersyarat, pelaporan, dan carbon pricing perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti intensitas energi, karbon dan material, nilai tambah, 

ekspor rendah karbon, adopsi teknologi, pemasok lokal, upah, dan kepatuhan perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

8. Ekonomi Sirkular dan Pengendalian Polusi 

Agenda ini harus dilihat sebagai portofolio pembangunan, bukan proyek tunggal. Ruang lingkupnya 

meliputi pencegahan sampah, desain tahan lama, penggunaan ulang, perbaikan, remanufaktur, daur 

ulang, dan tanggung jawab produsen. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, 

hak, dan hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu 

tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup budaya sekali pakai, desain sulit didaur ulang, pengumpulan terfragmentasi, 

pasar material sekunder lemah, dan kebocoran plastik ke laut. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa mempertahankan nilai produk dan material mengurangi 

ekstraksi, emisi, biaya, serta pencemaran. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan agar investasi alam tidak 

dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada pemulihan, sedangkan 

ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka inovasi. 
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Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, pekerja informal persampahan harus diakui, dilindungi, dan diintegrasikan secara 

bermartabat. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, tetapi memastikan hak 

informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan dari kerugian, dan 

mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup extended producer responsibility, deposit-return, pemilahan, standar 

material, eco-design, pengadaan sirkular, dan fasilitas pengolahan. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup timbulan per kapita, pencegahan, penggunaan ulang, tingkat pengumpulan, 

kualitas daur ulang, kebocoran, pekerjaan layak, dan material primer. Indikator masukan dipisahkan dari 

hasil dan dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak 

sama dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang pencegahan sampah, desain tahan lama, penggunaan ulang, perbaikan, 

remanufaktur, daur ulang, dan tanggung jawab produsen harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. 

Barang publik, data dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. 

Kegiatan dengan arus pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended 
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finance hanya layak bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan 

privat tanpa manfaat publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan 

kapasitas pelaksana sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib 

menjelaskan siapa menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa 

yang terjadi jika hasil ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket extended producer responsibility, deposit-return, pemilahan, standar 

material, eco-design, pengadaan sirkular, dan fasilitas pengolahan perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti timbulan per kapita, pencegahan, penggunaan ulang, 

tingkat pengumpulan, kualitas daur ulang, kebocoran, pekerjaan layak, dan material primer perlu tersedia 

dalam bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan 

keberatan, dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan 

tidak diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

9. Kehutanan, Gambut, DAS, dan Bioekonomi 

Bab ini menempatkan ekologi sebagai fondasi produktivitas dan kesejahteraan. Ruang lingkupnya meliputi 

hutan alam, hutan produksi, gambut, rehabilitasi lahan, jasa DAS, agroforestri, hasil nonkayu, dan 

bioekonomi. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. 

Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup deforestasi, kebakaran, drainase gambut, pembalakan ilegal, fragmentasi 

habitat, konflik tenurial, dan komodifikasi berlebihan. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa hak yang jelas, insentif konservasi, produktivitas lahan, restorasi, 

dan nilai tambah hasil hutan dapat menyelaraskan ekonomi dengan ekologi. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 
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daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, masyarakat adat dan lokal harus memiliki pengakuan hak, suara, manfaat, dan 

perlindungan dari kriminalisasi. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, tetapi 

memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan dari 

kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup perhutanan sosial, penegakan, moratorium berbasis bukti, restorasi 

gambut, pembayaran jasa lingkungan, sertifikasi, dan riset biomaterial. Instrumen dibedakan menurut 

fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun 

barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok 

terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup tutupan dan kualitas hutan, kebakaran, muka air gambut, pendapatan 

komunitas, biodiversitas, emisi, produktivitas, dan konflik. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 
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Pembiayaan pada bidang hutan alam, hutan produksi, gambut, rehabilitasi lahan, jasa DAS, agroforestri, 

hasil nonkayu, dan bioekonomi harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket perhutanan sosial, penegakan, moratorium berbasis bukti, restorasi gambut, 

pembayaran jasa lingkungan, sertifikasi, dan riset biomaterial perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti tutupan dan kualitas hutan, kebakaran, muka air 

gambut, pendapatan komunitas, biodiversitas, emisi, produktivitas, dan konflik perlu tersedia dalam 

bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan 

keberatan, dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan 

tidak diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

10. Pertanian Regeneratif dan Sistem Pangan Berkelanjutan 

Transformasi pada bidang ini membutuhkan perubahan teknologi sekaligus institusi. Ruang lingkupnya 

meliputi kesehatan tanah, air, benih, agroekologi, efisiensi input, diversifikasi, pascapanen, logistik, gizi, 

dan konsumsi. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan 

spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain 

atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup degradasi tanah, pupuk berlebih, pestisida, kelangkaan air, kehilangan 

pangan, monokultur, perubahan iklim, dan volatilitas harga. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 
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Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa tanah sehat dan biodiversitas meningkatkan fungsi produksi, 

sementara rantai dingin dan pengolahan mengurangi kehilangan. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan 

agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada 

pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka 

inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, petani kecil, buruh tani, perempuan, dan konsumen miskin memerlukan pendapatan, 

akses, perlindungan, serta pangan bergizi. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke 

pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup penyuluhan, riset, insentif praktik regeneratif, irigasi efisien, asuransi, 

koperasi, pengadaan pangan sehat, dan pengurangan kehilangan. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup karbon dan kesehatan tanah, hasil dan pendapatan, penggunaan air dan 

input, kehilangan pangan, keragaman diet, serta biodiversitas. Indikator masukan dipisahkan dari hasil 

dan dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Jalan Baru Pembangunan Indonesia 

RudyCT Academic Series 2026   •   17 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang kesehatan tanah, air, benih, agroekologi, efisiensi input, diversifikasi, 

pascapanen, logistik, gizi, dan konsumsi harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data 

dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket penyuluhan, riset, insentif praktik regeneratif, irigasi efisien, asuransi, 

koperasi, pengadaan pangan sehat, dan pengurangan kehilangan perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti karbon dan kesehatan tanah, hasil dan pendapatan, 

penggunaan air dan input, kehilangan pangan, keragaman diet, serta biodiversitas perlu tersedia dalam 

bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan 

keberatan, dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan 

tidak diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

11. Kota Hijau, Bangunan, dan Mobilitas 

Bagi Indonesia, keberhasilan sektor ini ditentukan oleh hubungan pusat-daerah, hulu-hilir, dan manusia-

alam. Ruang lingkupnya meliputi tata ruang kompak, transportasi publik, berjalan kaki, bersepeda, 

bangunan efisien, ruang hijau, air, sanitasi, dan ketahanan panas. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, 

pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat 

memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup urban sprawl, kemacetan, polusi, banjir, pulau panas, perumahan mahal, 

sampah, dan ketimpangan akses. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis memperlemah 
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pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi jangka pendek; 

lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan sebagai 

lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa kepadatan yang dikelola menurunkan kebutuhan perjalanan, 

efisiensi bangunan mengurangi energi, dan ruang hijau memberi jasa kesehatan serta air. Rantai sebab 

akibat ini perlu dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering 

lebih murah daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi 

risiko, dan membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, kelompok berpendapatan rendah perlu dekat dengan pekerjaan, transportasi, rumah 

layak, air, sanitasi, dan ruang aman. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, 

tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan 

dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup TOD, standar bangunan, retrofit, transportasi massal, low-emission zone, 

nature-based solutions, land value capture, dan perumahan inklusif. Instrumen dibedakan menurut 

fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun 

barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok 

terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup akses pekerjaan, pangsa angkutan publik, emisi, kualitas udara, konsumsi 

energi, tutupan hijau, risiko banjir, dan keterjangkauan rumah. Indikator masukan dipisahkan dari hasil 

dan dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 
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cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang tata ruang kompak, transportasi publik, berjalan kaki, bersepeda, bangunan 

efisien, ruang hijau, air, sanitasi, dan ketahanan panas harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang 

publik, data dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan 

dengan arus pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance 

hanya layak bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat 

tanpa manfaat publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas 

pelaksana sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan 

siapa menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi 

jika hasil ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket TOD, standar bangunan, retrofit, transportasi massal, low-emission zone, 

nature-based solutions, land value capture, dan perumahan inklusif perlu diterjemahkan ke dalam 

rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, 

kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga 

ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja 

sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. 

Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang 

menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus 

koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti akses pekerjaan, pangsa angkutan publik, emisi, kualitas 

udara, konsumsi energi, tutupan hijau, risiko banjir, dan keterjangkauan rumah perlu tersedia dalam 

bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan 

keberatan, dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan 

tidak diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

12. Dasar Ekonomi Biru Indonesia 

Agenda ini harus dilihat sebagai portofolio pembangunan, bukan proyek tunggal. Ruang lingkupnya 

meliputi perikanan, akuakultur, wisata, pelayaran, pelabuhan, energi laut, bioteknologi, jasa ekosistem, 
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dan komunitas pesisir. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan 

hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke 

tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup overfishing, degradasi habitat, pencemaran, ketimpangan akses, konflik 

ruang, data lemah, dan pembangunan sektoral. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa laut sehat menopang produksi berulang; tata kelola ruang dan 

stok memungkinkan kegiatan ekonomi berkembang tanpa merusak basisnya. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 

daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, nelayan kecil, perempuan pesisir, masyarakat adat, pulau kecil, dan pekerja informal 

harus menjadi pelaku utama, bukan penerima dampak. Inklusi tidak berarti hanya mengundang 

masyarakat ke pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses 

terhadap manfaat, perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup Peta Jalan Ekonomi Biru, indeks ekonomi biru, perencanaan ruang laut, 

data, hak akses, standardisasi, investasi, dan koordinasi lintas kementerian. Instrumen dibedakan 

menurut fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, 

membangun barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi 

kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup kesehatan ekosistem, nilai tambah, pekerjaan, pendapatan pesisir, 

produktivitas, ketahanan, akses, emisi, dan kepatuhan. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 
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dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang perikanan, akuakultur, wisata, pelayaran, pelabuhan, energi laut, bioteknologi, 

jasa ekosistem, dan komunitas pesisir harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data 

dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket Peta Jalan Ekonomi Biru, indeks ekonomi biru, perencanaan ruang laut, data, 

hak akses, standardisasi, investasi, dan koordinasi lintas kementerian perlu diterjemahkan ke dalam 

rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, 

kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga 

ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja 

sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. 

Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang 

menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus 

koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti kesehatan ekosistem, nilai tambah, pekerjaan, 

pendapatan pesisir, produktivitas, ketahanan, akses, emisi, dan kepatuhan perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 
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13. Perikanan Tangkap Berkelanjutan 

Bab ini menempatkan ekologi sebagai fondasi produktivitas dan kesejahteraan. Ruang lingkupnya meliputi 

stok ikan, upaya tangkap, alat tangkap, hak akses, pendaratan, data, rantai dingin, ketertelusuran, dan 

pasar. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa 

diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup tangkap berlebih, IUU fishing, bycatch, konflik, data tidak lengkap, kehilangan 

pascapanen, dan posisi tawar nelayan lemah. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa batas ilmiah dan kepatuhan menjaga stok sehingga hasil 

ekonomi stabil; kualitas dan pengolahan meningkatkan nilai tanpa menambah tekanan. Rantai sebab 

akibat ini perlu dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering 

lebih murah daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi 

risiko, dan membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, nelayan skala kecil memerlukan hak yang aman, pelabuhan, pembiayaan, cuaca, 

keselamatan, organisasi, dan harga transparan. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke 

pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup harvest strategy, pemantauan elektronik, co-management, traceability, 

cold chain, sertifikasi, pengawasan, dan perlindungan sosial. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 
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Pengukuran perlu mencakup status stok, CPUE, kepatuhan, bycatch, keselamatan, harga nelayan, 

kehilangan, nilai olahan, dan partisipasi komunitas. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan dampak. 

Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama dengan 

perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi independen 

diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang stok ikan, upaya tangkap, alat tangkap, hak akses, pendaratan, data, rantai 

dingin, ketertelusuran, dan pasar harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket harvest strategy, pemantauan elektronik, co-management, traceability, cold 

chain, sertifikasi, pengawasan, dan perlindungan sosial perlu diterjemahkan ke dalam rencana berbasis 

tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan tambang, 

sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, pembiayaan, dan 

ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama antardaerah 

penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer fiskal dapat 

memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa bagi wilayah 

lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti status stok, CPUE, kepatuhan, bycatch, keselamatan, 

harga nelayan, kehilangan, nilai olahan, dan partisipasi komunitas perlu tersedia dalam bentuk yang dapat 

dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan 

memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak diungkap 

atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil 

dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika informasi mengubah 

keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 
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panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

14. Akuakultur Berkelanjutan dan Rumput Laut 

Transformasi pada bidang ini membutuhkan perubahan teknologi sekaligus institusi. Ruang lingkupnya 

meliputi budidaya ikan, udang, kerang, rumput laut, pakan, benih, kesehatan, air, zonasi, pengolahan, dan 

pasar. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa 

diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup penyakit, limbah, pakan tidak lestari, konversi habitat, kualitas benih, 

penggunaan obat, konflik ruang, dan fluktuasi harga. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa budidaya efisien mengurangi tekanan stok liar, sedangkan 

kerang dan rumput laut dapat memberi jasa ekosistem bila lokasi tepat. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 

daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, pembudidaya kecil memerlukan benih, penyuluhan, pembiayaan, koperasi, asuransi, 

kontrak adil, dan akses pengolahan. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, 

tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan 

dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup carrying capacity, biosecurity, sertifikasi, integrated multi-trophic 

aquaculture, riset pakan, hatchery, cold chain, dan diversifikasi produk. Instrumen dibedakan menurut 

fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun 

barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok 

terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Jalan Baru Pembangunan Indonesia 

RudyCT Academic Series 2026   •   25 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup produktivitas, survival rate, kualitas air, penggunaan pakan dan obat, 

pendapatan, nilai olahan, jejak karbon, serta dampak habitat. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang budidaya ikan, udang, kerang, rumput laut, pakan, benih, kesehatan, air, zonasi, 

pengolahan, dan pasar harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket carrying capacity, biosecurity, sertifikasi, integrated multi-trophic 

aquaculture, riset pakan, hatchery, cold chain, dan diversifikasi produk perlu diterjemahkan ke dalam 

rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, 

kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga 

ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja 

sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. 

Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang 

menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus 

koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti produktivitas, survival rate, kualitas air, penggunaan 

pakan dan obat, pendapatan, nilai olahan, jejak karbon, serta dampak habitat perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 
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masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

15. Mangrove, Lamun, Terumbu Karang, dan Karbon Biru 

Bagi Indonesia, keberhasilan sektor ini ditentukan oleh hubungan pusat-daerah, hulu-hilir, dan manusia-

alam. Ruang lingkupnya meliputi perlindungan dan restorasi mangrove, padang lamun, terumbu karang, 

rawa pasang surut, biodiversitas, karbon, dan perlindungan pantai. Kebijakan perlu memahami stok, 

aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat 

memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup konversi, penebangan, sedimentasi, pemutihan karang, jangkar, pencemaran, 

reklamasi, dan restorasi yang salah lokasi. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa ekosistem pesisir menyimpan karbon, meredam gelombang, 

menyediakan habitat, mendukung perikanan dan wisata, serta mengurangi risiko bencana. Rantai sebab 

akibat ini perlu dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering 

lebih murah daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi 

risiko, dan membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, hak dan pengetahuan masyarakat harus diakui; manfaat karbon, wisata, dan 

perikanan perlu dibagi secara transparan. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke 

pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup perlindungan habitat utuh, restorasi berbasis ekologi, kawasan konservasi 

efektif, blue carbon MRV, pembiayaan, dan co-management. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 
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Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup luas dan kondisi habitat, biodiversitas, stok karbon, perlindungan pantai, 

hasil perikanan, pendapatan, keadilan manfaat, dan survival restorasi. Indikator masukan dipisahkan dari 

hasil dan dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak 

sama dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang perlindungan dan restorasi mangrove, padang lamun, terumbu karang, rawa 

pasang surut, biodiversitas, karbon, dan perlindungan pantai harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. 

Barang publik, data dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. 

Kegiatan dengan arus pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended 

finance hanya layak bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan 

privat tanpa manfaat publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan 

kapasitas pelaksana sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib 

menjelaskan siapa menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa 

yang terjadi jika hasil ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket perlindungan habitat utuh, restorasi berbasis ekologi, kawasan konservasi 

efektif, blue carbon MRV, pembiayaan, dan co-management perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti luas dan kondisi habitat, biodiversitas, stok karbon, 

perlindungan pantai, hasil perikanan, pendapatan, keadilan manfaat, dan survival restorasi perlu tersedia 

dalam bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan 
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keberatan, dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan 

tidak diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

16. Wisata Bahari dan Pesisir Berkualitas 

Agenda ini harus dilihat sebagai portofolio pembangunan, bukan proyek tunggal. Ruang lingkupnya 

meliputi wisata alam, budaya, kapal wisata, akomodasi, daya dukung, air, sampah, energi, transportasi, 

dan ekonomi kreatif. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan 

spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain 

atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup overtourism, kebocoran ekonomi, pembangunan pantai, sampah, air 

terbatas, kerusakan karang, dan pekerjaan musiman rentan. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa daya dukung dan kualitas pengalaman menjaga aset destinasi; 

usaha lokal dan rantai pasok meningkatkan manfaat yang tinggal di wilayah. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 

daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, komunitas lokal perlu hak menentukan arah, akses usaha, keterampilan, pekerjaan 

layak, serta perlindungan ruang hidup. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, 

tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan 

dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup destination management, carrying capacity, standar hijau, fee konservasi, 

zoning, pengelolaan sampah-air, dan pengembangan usaha lokal. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 
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menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup kondisi ekosistem, kepuasan, lama tinggal, pengeluaran lokal, pekerjaan, air 

dan energi per wisatawan, sampah, serta kepadatan. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan dampak. 

Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama dengan 

perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi independen 

diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang wisata alam, budaya, kapal wisata, akomodasi, daya dukung, air, sampah, energi, 

transportasi, dan ekonomi kreatif harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket destination management, carrying capacity, standar hijau, fee konservasi, 

zoning, pengelolaan sampah-air, dan pengembangan usaha lokal perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Jalan Baru Pembangunan Indonesia 

RudyCT Academic Series 2026   •   30 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti kondisi ekosistem, kepuasan, lama tinggal, pengeluaran 

lokal, pekerjaan, air dan energi per wisatawan, sampah, serta kepadatan perlu tersedia dalam bentuk yang 

dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan 

memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak diungkap 

atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil 

dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika informasi mengubah 

keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

17. Pelayaran, Pelabuhan Hijau, dan Logistik Maritim 

Bab ini menempatkan ekologi sebagai fondasi produktivitas dan kesejahteraan. Ruang lingkupnya meliputi 

efisiensi kapal, bahan bakar, elektrifikasi pelabuhan, konektivitas antarpulau, keselamatan, ballast water, 

dan logistik. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. 

Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup emisi, tumpahan, spesies invasif, kapal tua, biaya logistik tinggi, kongesti, 

fasilitas limbah, dan konektivitas tidak merata. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa efisiensi dan digitalisasi menurunkan biaya serta emisi; 

pelabuhan andal menghubungkan produksi daerah ke pasar. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan agar 

investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada 

pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka 

inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, pulau kecil dan daerah timur membutuhkan layanan teratur dan terjangkau; pekerja 

memerlukan keselamatan serta reskilling. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke 

pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 
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Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup green port standard, shore power, bahan bakar rendah karbon, vessel 

traffic management, NLE, fasilitas limbah, dan investasi armada. Instrumen dibedakan menurut fungsi: 

menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang 

publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup emisi per ton-mile, waktu dan biaya, reliabilitas, keselamatan, limbah 

diterima, efisiensi energi, konektivitas, dan pekerjaan. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang efisiensi kapal, bahan bakar, elektrifikasi pelabuhan, konektivitas antarpulau, 

keselamatan, ballast water, dan logistik harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data 

dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket green port standard, shore power, bahan bakar rendah karbon, vessel traffic 

management, NLE, fasilitas limbah, dan investasi armada perlu diterjemahkan ke dalam rencana berbasis 

tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan tambang, 

sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, pembiayaan, dan 

ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama antardaerah 
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penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer fiskal dapat 

memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa bagi wilayah 

lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti emisi per ton-mile, waktu dan biaya, reliabilitas, 

keselamatan, limbah diterima, efisiensi energi, konektivitas, dan pekerjaan perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

18. Energi Laut, Bioteknologi, dan Inovasi Biru 

Transformasi pada bidang ini membutuhkan perubahan teknologi sekaligus institusi. Ruang lingkupnya 

meliputi angin lepas pantai, arus, gelombang, panas laut, biomaterial, obat, pangan, data laut, robotika, 

dan observasi. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan 

spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain 

atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup biaya tinggi, teknologi dini, konflik ruang, ketidakpastian lingkungan, hak 

sumber genetik, dan ketergantungan impor. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa riset dan demonstrasi membangun opsi teknologi; observasi 

laut mengurangi ketidakpastian dan memperbaiki pengelolaan. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan 

agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada 

pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka 

inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, akses manfaat dari sumber genetik dan pengetahuan tradisional harus adil; talenta 

daerah perlu masuk ekosistem inovasi. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, 

tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan 

dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 



Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD  |  Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Jalan Baru Pembangunan Indonesia 

RudyCT Academic Series 2026   •   33 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup peta potensi, sandbox, demonstrasi, marine research infrastructure, 

aturan akses manfaat, pengadaan inovatif, dan kemitraan universitas-industri. Instrumen dibedakan 

menurut fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, 

membangun barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi 

kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup TRL, biaya, paten, publikasi, talenta, investasi, kandungan lokal, dampak 

lingkungan, data terbuka, dan komersialisasi. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan dampak. Luas 

kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama dengan perubahan; 

sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang angin lepas pantai, arus, gelombang, panas laut, biomaterial, obat, pangan, data 

laut, robotika, dan observasi harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket peta potensi, sandbox, demonstrasi, marine research infrastructure, aturan 

akses manfaat, pengadaan inovatif, dan kemitraan universitas-industri perlu diterjemahkan ke dalam 

rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, 
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kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga 

ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja 

sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. 

Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang 

menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus 

koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti TRL, biaya, paten, publikasi, talenta, investasi, 

kandungan lokal, dampak lingkungan, data terbuka, dan komersialisasi perlu tersedia dalam bentuk yang 

dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan 

memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak diungkap 

atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil 

dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika informasi mengubah 

keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

19. Pembiayaan Hijau dan Biru 

Bagi Indonesia, keberhasilan sektor ini ditentukan oleh hubungan pusat-daerah, hulu-hilir, dan manusia-

alam. Ruang lingkupnya meliputi anggaran, bank, obligasi, sukuk, taksonomi, asuransi, blended finance, 

kredit karbon, dana konservasi, dan pembayaran berbasis hasil. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, 

pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat 

memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup greenwashing, proyek tidak bankable, data dampak lemah, mismatch risiko, 

biaya transaksi, dan ketergantungan hibah. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan ekologis 

memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong eksploitasi 

jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh ditempatkan 

sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa pembiayaan publik menyerap risiko dan menyediakan barang 

publik, sedangkan modal swasta memperluas skala bila pendapatan serta aturan jelas. Rantai sebab akibat 

ini perlu dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih 

murah daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, 

dan membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 
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Dari sudut keadilan, komunitas dan UMKM memerlukan akses sederhana dan perlindungan; pembagian 

manfaat tidak boleh terserap perantara. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke 

pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup green-blue taxonomy, disclosure, project preparation, guarantees, 

outcome funds, conservation trust funds, debt instruments, dan safeguards. Instrumen dibedakan 

menurut fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, 

membangun barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi 

kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup mobilisasi modal, additionality, biaya modal, dampak terverifikasi, distribusi 

manfaat, kualitas aset, default, dan ketahanan proyek. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang anggaran, bank, obligasi, sukuk, taksonomi, asuransi, blended finance, kredit 

karbon, dana konservasi, dan pembayaran berbasis hasil harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. 

Barang publik, data dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. 

Kegiatan dengan arus pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended 

finance hanya layak bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan 

privat tanpa manfaat publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan 

kapasitas pelaksana sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib 
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menjelaskan siapa menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa 

yang terjadi jika hasil ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket green-blue taxonomy, disclosure, project preparation, guarantees, outcome 

funds, conservation trust funds, debt instruments, dan safeguards perlu diterjemahkan ke dalam rencana 

berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan 

tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, 

pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama 

antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer 

fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa 

bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti mobilisasi modal, additionality, biaya modal, dampak 

terverifikasi, distribusi manfaat, kualitas aset, default, dan ketahanan proyek perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

20. Harga Karbon, Pajak Lingkungan, dan Reformasi Subsidi 

Agenda ini harus dilihat sebagai portofolio pembangunan, bukan proyek tunggal. Ruang lingkupnya 

meliputi instrumen harga, cap-and-trade, pajak, royalti, deposit, user fee, subsidi, transfer fiskal ekologis, 

dan kompensasi. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan hubungan 

spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain 

atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup harga tidak mencerminkan kerusakan, subsidi mendorong konsumsi, 

volatilitas, dampak regresif, kebocoran, dan kompleksitas administrasi. Risiko tersebut saling berinteraksi. 

Tekanan ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat 

mendorong eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko 

tidak boleh ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa harga yang kredibel mengubah keputusan konsumsi dan 

investasi; pendapatan dapat membiayai transisi dan perlindungan. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan 

agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada 

pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka 

inovasi. 
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Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, rumah tangga miskin, pekerja, nelayan, petani, dan wilayah terdampak memerlukan 

kompensasi terarah dan alternatif nyata. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke 

pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, 

perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup fase bertahap, daur ulang penerimaan, MRV, floor price, transfer ekologis, 

reformasi subsidi, dan evaluasi distribusi. Instrumen dibedakan menurut fungsi: menetapkan batas, 

memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang publik, mengurangi risiko 

investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup sinyal harga, emisi dan ekstraksi, penerimaan, investasi, dampak harga, 

kompensasi, kepatuhan, dan perubahan perilaku. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan dampak. 

Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama dengan 

perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi independen 

diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang instrumen harga, cap-and-trade, pajak, royalti, deposit, user fee, subsidi, 

transfer fiskal ekologis, dan kompensasi harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data 

dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 
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bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket fase bertahap, daur ulang penerimaan, MRV, floor price, transfer ekologis, 

reformasi subsidi, dan evaluasi distribusi perlu diterjemahkan ke dalam rencana berbasis tempat. Satu 

provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan tambang, sentra 

pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, pembiayaan, dan ruang 

inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama antardaerah penting 

karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer fiskal dapat memberi 

penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa bagi wilayah lain. 

Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti sinyal harga, emisi dan ekstraksi, penerimaan, investasi, 

dampak harga, kompensasi, kepatuhan, dan perubahan perilaku perlu tersedia dalam bentuk yang dapat 

dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, dan 

memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak diungkap 

atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil 

dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika informasi mengubah 

keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

21. Pekerjaan Hijau-Biru dan Transisi yang Adil 

Bab ini menempatkan ekologi sebagai fondasi produktivitas dan kesejahteraan. Ruang lingkupnya meliputi 

pemetaan pekerjaan, keterampilan, pendidikan, keselamatan, perlindungan sosial, dialog sosial, 

kewirausahaan, dan mobilitas. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan 

hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke 

tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup hilangnya pekerjaan lama, mismatch keterampilan, informalitas, standar baru, 

migrasi, konsentrasi wilayah, dan pekerjaan hijau yang tidak layak. Risiko tersebut saling berinteraksi. 

Tekanan ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat 

mendorong eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko 

tidak boleh ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa reskilling, investasi wilayah, dan perlindungan transisi 

memungkinkan tenaga kerja berpindah menuju kegiatan produktif baru. Rantai sebab akibat ini perlu 

dijelaskan agar investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah 
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daripada pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan 

membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, pekerja kontrak, perempuan, pemuda, masyarakat adat, nelayan kecil, dan wilayah 

tergantung ekstraksi memerlukan suara dan dukungan khusus. Inklusi tidak berarti hanya mengundang 

masyarakat ke pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses 

terhadap manfaat, perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup roadmap tenaga kerja hijau, skills councils, microcredentials, JKP, portable 

benefits, local transition plans, dan dialog sosial. Instrumen dibedakan menurut fungsi: menetapkan 

batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun barang publik, 

mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup pekerjaan diciptakan-hilang, upah, formalitas, keselamatan, partisipasi 

pelatihan, penempatan, gender, dan ketahanan wilayah. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 
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Pembiayaan pada bidang pemetaan pekerjaan, keterampilan, pendidikan, keselamatan, perlindungan 

sosial, dialog sosial, kewirausahaan, dan mobilitas harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang 

publik, data dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan 

dengan arus pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance 

hanya layak bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat 

tanpa manfaat publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas 

pelaksana sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan 

siapa menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi 

jika hasil ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket roadmap tenaga kerja hijau, skills councils, microcredentials, JKP, portable 

benefits, local transition plans, dan dialog sosial perlu diterjemahkan ke dalam rencana berbasis tempat. 

Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, kawasan tambang, sentra 

pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga ahli, pembiayaan, dan ruang 

inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja sama antardaerah penting 

karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. Transfer fiskal dapat memberi 

penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang menyediakan jasa bagi wilayah lain. 

Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti pekerjaan diciptakan-hilang, upah, formalitas, 

keselamatan, partisipasi pelatihan, penempatan, gender, dan ketahanan wilayah perlu tersedia dalam 

bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan 

keberatan, dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan 

tidak diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

22. Tata Kelola, Hukum, Hak, dan Partisipasi 

Transformasi pada bidang ini membutuhkan perubahan teknologi sekaligus institusi. Ruang lingkupnya 

meliputi tata ruang, perizinan, AMDAL, penegakan, hak masyarakat, data, pengadaan, konflik 

kepentingan, dan koordinasi. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, hak, dan 

hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu tempat ke 

tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Risiko utamanya mencakup regulatory capture, korupsi, tumpang tindih izin, penegakan selektif, konflik 

tenurial, konsultasi semu, dan fragmentasi kewenangan. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 
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Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa kepastian aturan dan hak mengurangi konflik, meningkatkan 

investasi bertanggung jawab, dan menjaga batas ekologis. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan agar 

investasi alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada 

pemulihan, sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka 

inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, keadilan prosedural, distribusional, pengakuan, dan restoratif harus diterapkan bagi 

komunitas yang terkena dampak. Inklusi tidak berarti hanya mengundang masyarakat ke pertemuan, 

tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses terhadap manfaat, perlindungan 

dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup one map, strategic environmental assessment, FPIC, beneficial ownership, 

open contracting, pengadilan lingkungan, dan grievance mechanism. Instrumen dibedakan menurut 

fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun 

barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok 

terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup waktu dan kualitas keputusan, kepatuhan, konflik, partisipasi, akses 

keadilan, pemulihan, konsistensi ruang, dan kepercayaan. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 

cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 
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penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang tata ruang, perizinan, AMDAL, penegakan, hak masyarakat, data, pengadaan, 

konflik kepentingan, dan koordinasi harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data 

dasar, perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket one map, strategic environmental assessment, FPIC, beneficial ownership, 

open contracting, pengadilan lingkungan, dan grievance mechanism perlu diterjemahkan ke dalam 

rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, 

kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga 

ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja 

sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. 

Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang 

menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus 

koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti waktu dan kualitas keputusan, kepatuhan, konflik, 

partisipasi, akses keadilan, pemulihan, konsistensi ruang, dan kepercayaan perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 

23. Peta Jalan Implementasi 2026–2045 

Bagi Indonesia, keberhasilan sektor ini ditentukan oleh hubungan pusat-daerah, hulu-hilir, dan manusia-

alam. Ruang lingkupnya meliputi prioritas, tahapan, misi, portofolio proyek, kapasitas daerah, data, 

evaluasi, pembiayaan, dan akuntabilitas. Kebijakan perlu memahami stok, aliran, pelaku, teknologi, harga, 

hak, dan hubungan spasial. Tanpa diagnosis sistem, intervensi dapat memindahkan kerusakan dari satu 

tempat ke tempat lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
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Risiko utamanya mencakup program tersebar, target bertentangan, proyek tanpa pemeliharaan, indikator 

sempit, pergantian prioritas, dan kesenjangan kapasitas. Risiko tersebut saling berinteraksi. Tekanan 

ekologis memperlemah pendapatan dan kesehatan; kemiskinan serta ketidakpastian dapat mendorong 

eksploitasi jangka pendek; lemahnya tata kelola memperbesar impunitas. Karena itu, risiko tidak boleh 

ditempatkan sebagai lampiran, melainkan sebagai dasar desain. 

Mekanisme nilai publiknya adalah bahwa misi lintas sektor menyatukan aktor pada hasil; tahapan dan 

evaluasi memungkinkan pembelajaran serta koreksi. Rantai sebab akibat ini perlu dijelaskan agar investasi 

alam tidak dipandang sebagai biaya konsumtif. Pencegahan sering lebih murah daripada pemulihan, 

sedangkan ekosistem sehat dapat meningkatkan produksi, mengurangi risiko, dan membuka inovasi. 

Dari sudut ketangguhan, diversifikasi dan redundansi tertentu diperlukan. Efisiensi jangka pendek yang 

menghilangkan seluruh cadangan dapat membuat sistem rapuh. Pemerintah dan pelaku usaha perlu 

menyiapkan skenario iklim, indikator peringatan, cadangan kritis, jalur alternatif, protokol darurat, dan 

rencana pemulihan. 

Dari sudut keadilan, daerah, komunitas, generasi muda, perguruan tinggi, UMKM, pekerja, dan 

masyarakat sipil harus menjadi perancang serta pelaksana. Inklusi tidak berarti hanya mengundang 

masyarakat ke pertemuan, tetapi memastikan hak informasi, pengaruh terhadap keputusan, akses 

terhadap manfaat, perlindungan dari kerugian, dan mekanisme pengaduan yang efektif. 

Dari sudut daya saing, standar lingkungan bukan semata beban. Ketertelusuran, efisiensi, rendah emisi, 

keamanan, kualitas, dan kepastian pasokan semakin menentukan akses pasar serta biaya modal. 

Dukungan publik dapat mempercepat pembelajaran, tetapi harus bersyarat pada kinerja dan memiliki 

mekanisme keluar. 

Portofolio kebijakan mencakup dashboard kekayaan, delivery units, review tiga-lima tahunan, mission 

finance, pusat unggulan daerah, pengadaan inovatif, dan audit publik. Instrumen dibedakan menurut 

fungsi: menetapkan batas, memperbaiki informasi, memberi harga pada eksternalitas, membangun 

barang publik, mengurangi risiko investasi, memperkuat kapabilitas, atau melindungi kelompok 

terdampak. 

Teknologi berperan melalui pemantauan satelit, sensor, analitik, traceability, otomasi, material baru, dan 

platform layanan. Namun, teknologi tidak menggantikan hak, institusi, atau pengetahuan lokal. Data harus 

memiliki standar, interoperabilitas, keamanan, audit, akses yang wajar, dan prosedur koreksi. 

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dan standar; 

daerah mengintegrasikan ruang dan layanan; usaha berinvestasi serta bertanggung jawab; perguruan 

tinggi mengembangkan ilmu; masyarakat memegang pengetahuan, hak, dan pengawasan. Koordinasi 

harus memiliki mandat dan akuntabilitas, bukan hanya rapat. 

Pengukuran perlu mencakup kekayaan alam, emisi, biodiversitas, kualitas pekerjaan, produktivitas, 

ketahanan, investasi, konvergensi daerah, dan kepercayaan. Indikator masukan dipisahkan dari hasil dan 

dampak. Luas kawasan yang ditetapkan tidak sama dengan efektivitas; dana tersalurkan tidak sama 

dengan perubahan; sertifikat tidak sama dengan kepatuhan substantif. Audit data dan evaluasi 

independen diperlukan. 

Skenario implementasi dapat dimulai di beberapa lanskap atau bentang laut. Baseline ekologis-sosial 

disusun, konflik dipetakan, hak diverifikasi, dan portofolio intervensi dirancang. Setelah periode yang 
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cukup, hasil dibandingkan dan pembelajaran digunakan untuk perluasan. Pendekatan bertahap 

mengurangi risiko kebijakan seragam. 

Penelitian perlu menguji tambahan manfaat, keberlanjutan, kebocoran, dampak distribusional, dan biaya 

peluang. Metode kuantitatif dipadukan dengan studi organisasi serta pengetahuan lokal. Pertanyaan 

penting bukan hanya apakah indikator berubah, tetapi mengapa, bagi siapa, dengan biaya berapa, dan 

apakah perubahan bertahan. 

Pembiayaan pada bidang prioritas, tahapan, misi, portofolio proyek, kapasitas daerah, data, evaluasi, 

pembiayaan, dan akuntabilitas harus mengikuti sifat manfaat dan risikonya. Barang publik, data dasar, 

perlindungan, dan penegakan membutuhkan pembiayaan publik yang stabil. Kegiatan dengan arus 

pendapatan dapat menggunakan kredit, obligasi, ekuitas, atau kemitraan. Blended finance hanya layak 

bila benar-benar memobilisasi tambahan modal dan tidak mensubsidi keuntungan privat tanpa manfaat 

publik yang terukur. Project preparation, kepastian aturan, kontrak yang adil, dan kapasitas pelaksana 

sering lebih penting daripada menciptakan instrumen baru. Setiap skema wajib menjelaskan siapa 

menanggung risiko, siapa menerima imbal hasil, bagaimana manfaat dibagi, dan apa yang terjadi jika hasil 

ekologis tidak tercapai. 

Dalam praktik daerah, paket dashboard kekayaan, delivery units, review tiga-lima tahunan, mission 

finance, pusat unggulan daerah, pengadaan inovatif, dan audit publik perlu diterjemahkan ke dalam 

rencana berbasis tempat. Satu provinsi kepulauan akan memiliki kebutuhan berbeda dari metropolitan, 

kawasan tambang, sentra pertanian, atau wilayah hutan. Pemerintah daerah memerlukan data, tenaga 

ahli, pembiayaan, dan ruang inovasi, tetapi standar perlindungan minimum harus tetap nasional. Kerja 

sama antardaerah penting karena air, udara, spesies, kapal, pekerja, dan komoditas melintasi batas. 

Transfer fiskal dapat memberi penghargaan atas kinerja ekologis dan membantu daerah yang 

menyediakan jasa bagi wilayah lain. Dengan demikian, desentralisasi menjadi sarana inovasi sekaligus 

koordinasi. 

Akuntabilitas sosial melengkapi pengawasan administratif. Informasi tentang izin, kontrak, penerima 

manfaat, hasil pemantauan, dan indikator seperti kekayaan alam, emisi, biodiversitas, kualitas pekerjaan, 

produktivitas, ketahanan, investasi, konvergensi daerah, dan kepercayaan perlu tersedia dalam bentuk 

yang dapat dipahami. Masyarakat harus memiliki jalur untuk mengoreksi data, mengajukan keberatan, 

dan memperoleh pemulihan. Audit formal penting tetapi belum cukup bila konflik kepentingan tidak 

diungkap atau dampak kumulatif tidak terlihat. Media, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan 

masyarakat sipil dapat membantu verifikasi. Transparansi bukan tujuan akhir; nilainya muncul ketika 

informasi mengubah keputusan, mencegah kerugian, dan meningkatkan kepercayaan. 

Menuju 2045, kematangan terlihat ketika perlindungan alam tidak bergantung pada proyek sementara. 

Aturan, pembiayaan, pasar, kapasitas, perilaku usaha, dan norma sosial saling mendukung. Target jangka 

panjang memberi arah; target antara, evaluasi, serta transparansi menjaga disiplin dan memungkinkan 

koreksi. 
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24. Mengintegrasikan Darat, Pesisir, dan Laut 

Integrasi dimulai dari satuan ekologis. DAS menghubungkan hutan, pertanian, kota, sungai, muara, lamun, 

dan terumbu. Perencanaan harus mengikuti aliran air, sedimen, nutrien, sampah, manusia, barang, serta 

pembiayaan. Batas administrasi tetap penting, tetapi koordinasi harus mengikuti proses alam. 

Instrumen ekonomi juga perlu terhubung. Transfer fiskal ekologis dapat memberi insentif bagi daerah 

hulu yang menjaga air untuk daerah hilir. Tanggung jawab produsen mengurangi sampah yang masuk laut. 

Pembayaran jasa lingkungan mendukung komunitas penjaga hutan dan mangrove. Pengadaan publik 

menciptakan pasar bagi produk sirkular, rendah karbon, dan tertelusur. 

Integrasi mencegah klaim ganda dan trade-off tersembunyi. Proyek energi terbarukan tidak boleh 

merusak habitat kritis; konservasi tidak boleh menggusur masyarakat; hilirisasi tidak boleh hanya 

memindahkan emisi; offset tidak boleh menggantikan pengurangan nyata. Setiap proyek besar 

memerlukan analisis siklus hidup, kumulatif, spasial, dan distribusional. 

Institusi penghubung dapat berupa forum DAS, dewan pesisir, pengelola kawasan, atau delivery unit misi. 

Keberhasilannya bergantung pada kewenangan, data, anggaran, representasi, dan mekanisme 

penyelesaian konflik. 

25. Sepuluh Prinsip Jalan Baru 

Pertama, alam adalah modal produktif, bukan gudang gratis. Kedua, pencegahan didahulukan daripada 

kompensasi. Ketiga, batas ekologis harus diterjemahkan menjadi aturan operasional. Keempat, nilai 

tambah harus meningkat tanpa menaikkan tekanan secara proporsional. 

Kelima, masyarakat lokal dan adat adalah pemegang hak serta pengetahuan. Keenam, transisi harus adil 

bagi pekerja, konsumen, dan wilayah. Ketujuh, pembiayaan mengikuti integritas lingkungan dan sosial. 

Kedelapan, teknologi harus dapat diaudit serta melayani kepentingan publik. 

Kesembilan, pengukuran mencakup kekayaan, distribusi, dan ketahanan, bukan PDB saja. Kesepuluh, 

kebijakan harus belajar. Eksperimen, evaluasi, koreksi, dan keterbukaan menjadi sumber keunggulan di 

tengah perubahan iklim dan teknologi. 

Prinsip tersebut menegaskan bahwa ekonomi hijau dan biru bukan warna baru pada model lama. Jalan 

baru mengubah tujuan, insentif, proses, ukuran keberhasilan, dan hubungan kekuasaan. Ia lebih 

menuntut, tetapi juga lebih sesuai dengan realitas Indonesia sebagai negara megabiodiversitas dan 

kepulauan. 

26. Kesimpulan 

Ekonomi hijau dan ekonomi biru menawarkan satu proyek nasional: membangun kemakmuran dengan 

memperkuat, bukan menghabiskan, sistem penyangga kehidupan. Keduanya menghubungkan 

pertumbuhan, pekerjaan, teknologi, keadilan, ketahanan, dan ekologi. Keduanya juga memperluas makna 

daya saing dari biaya murah menuju mutu, efisiensi, rendah emisi, ketertelusuran, reliabilitas, dan 

kepercayaan. 
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Indonesia memiliki modal untuk memimpin: hutan tropis, laut luas, biodiversitas, energi terbarukan, 

komunitas, pengetahuan, pasar, dan generasi muda. Namun, potensi tidak otomatis menjadi hasil. 

Institusi harus mampu menjaga batas, menyelesaikan konflik, mengoordinasikan investasi, menegakkan 

hukum, melindungi hak, dan belajar. 

Transformasi menimbulkan biaya dan pemenang-kalah jangka pendek. Karena itu, keadilan transisi bukan 

pelengkap. Dukungan pendapatan, reskilling, investasi wilayah, akses pembiayaan, partisipasi, dan 

pembagian manfaat menentukan legitimasi. 

Jalan menuju 2045 harus dibangun sekarang melalui keputusan yang konsisten. Keberhasilan bukan 

sekadar banyaknya proyek hijau-biru, melainkan menurunnya emisi dan polusi, pulihnya ekosistem, 

meningkatnya produktivitas dan pekerjaan layak, membaiknya ketahanan wilayah, serta terjaganya 

pilihan bagi generasi mendatang. 

Pada tingkat paling mendasar, jalan baru ini mengubah pertanyaan pembangunan. Pertanyaan lama 

cenderung berbunyi: berapa banyak sumber daya dapat diekstraksi dan seberapa cepat proyek dapat 

dibangun? Pertanyaan baru berbunyi: nilai apa yang dapat diciptakan, kapabilitas siapa yang bertambah, 

risiko siapa yang berkurang, dan apakah sistem alam tetap mampu menopang kehidupan? Perubahan 

pertanyaan mengubah pilihan teknologi, lokasi, skala, pembiayaan, desain kelembagaan, dan ukuran 

keberhasilan. 

Transformasi tidak akan berlangsung linear. Harga komoditas, perubahan pemerintah, konflik geopolitik, 

bencana, inovasi, dan resistensi kepentingan dapat mempercepat atau memperlambat perjalanan. 

Karena itu, Indonesia memerlukan institusi yang memegang arah sekaligus mampu beradaptasi. Sasaran 

ekologis jangka panjang harus cukup kuat untuk memberi kepastian, sedangkan cara mencapainya harus 

terbuka terhadap pembelajaran. Transparansi tentang kemajuan dan kegagalan akan lebih membangun 

kepercayaan daripada klaim keberhasilan yang tidak dapat diuji. 

Ekonomi hijau dan biru juga dapat menjadi sumber identitas pembangunan Indonesia. Sebagai negara 

megabiodiversitas dan kepulauan, Indonesia memiliki alasan moral, ekonomi, dan geopolitik untuk 

menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan bersama pemulihan alam. Kepemimpinan tersebut tidak 

dibangun melalui pidato, melainkan melalui hutan yang tetap berfungsi, laut yang kembali produktif, kota 

yang sehat, industri yang efisien, energi yang bersih, pekerjaan yang layak, serta masyarakat yang memiliki 

hak dan bagian manfaat. 

Pada akhirnya, pembangunan adalah amanah antargenerasi. Generasi sekarang menerima alam, institusi, 

pengetahuan, dan infrastruktur dari masa lalu, lalu menentukan apa yang diwariskan. Ekonomi hijau dan 

ekonomi biru memberi kerangka agar warisan itu tidak hanya berupa pendapatan lebih tinggi, tetapi juga 

pilihan yang lebih luas, risiko yang lebih kecil, ekosistem yang hidup, dan kapasitas bangsa untuk terus 

belajar. Itulah arti jalan baru pembangunan Indonesia. 

Keberanian politik diperlukan untuk menghentikan kegiatan yang jelas merusak, tetapi keberanian 

administratif sama pentingnya: memperbaiki data, menyederhanakan kewenangan, memelihara 

infrastruktur, menindak pelanggaran secara konsisten, dan mengakui program yang tidak berhasil. Banyak 

transformasi gagal bukan karena visi salah, melainkan karena jarak antara keputusan pusat dan 

kemampuan pelaksanaan terlalu lebar. Investasi pada aparatur, penyuluh, peneliti, pengawas, pengelola 

kawasan, organisasi nelayan dan petani, serta pemerintah daerah merupakan bagian inti ekonomi hijau-

biru. 
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Masyarakat juga perlu melihat manfaat yang nyata. Udara lebih bersih, banjir berkurang, hasil ikan stabil, 

biaya energi terkendali, tanah lebih subur, pekerjaan lebih aman, dan pendapatan lokal meningkat 

merupakan bukti yang lebih kuat daripada istilah kebijakan. Ketika manfaat terlihat dan proses dianggap 

adil, kepatuhan serta dukungan tumbuh. Sebaliknya, bila kebijakan hanya membatasi masyarakat kecil 

sementara pelaku besar tetap memperoleh pengecualian, legitimasi akan runtuh. Keadilan dan 

efektivitas, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan. 

27. Catatan Lintas Sektor 

Pengukuran kekayaan 

Keputusan publik perlu membedakan pendapatan dari pengurangan stok. Akuntansi modal alam, emisi, 

kesehatan, dan risiko melengkapi PDB agar kemajuan semu dapat dikenali. Prinsip ini diterapkan pada 

seluruh pilar dengan menanyakan perubahan bersih pada alam, kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, 

ketahanan, fiskal, dan distribusi. Jika satu sasaran dicapai dengan memperburuk sasaran lain, desain harus 

dikoreksi melalui pencegahan, urutan, kompensasi, atau alternatif teknologi. Kejelasan teori perubahan 

membantu organisasi menerjemahkan prinsip menjadi anggaran, standar, kontrak, indikator, dan 

perilaku. 

Keadilan antargenerasi 

Utang ekologis muncul ketika manfaat dinikmati sekarang sedangkan biaya diwariskan. Diskonto, kehati-

hatian, hak, dan opsi masa depan perlu masuk analisis. Prinsip ini diterapkan pada seluruh pilar dengan 

menanyakan perubahan bersih pada alam, kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, ketahanan, fiskal, dan 

distribusi. Jika satu sasaran dicapai dengan memperburuk sasaran lain, desain harus dikoreksi melalui 

pencegahan, urutan, kompensasi, atau alternatif teknologi. Kejelasan teori perubahan membantu 

organisasi menerjemahkan prinsip menjadi anggaran, standar, kontrak, indikator, dan perilaku. 

Kebijakan berbasis tempat 

Bentang alam dan laut berbeda dalam ekologi, ekonomi, budaya, dan kapasitas. Standar nasional perlu 

dipadukan dengan strategi tempat serta hak lokal. Prinsip ini diterapkan pada seluruh pilar dengan 

menanyakan perubahan bersih pada alam, kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, ketahanan, fiskal, dan 

distribusi. Jika satu sasaran dicapai dengan memperburuk sasaran lain, desain harus dikoreksi melalui 

pencegahan, urutan, kompensasi, atau alternatif teknologi. Kejelasan teori perubahan membantu 

organisasi menerjemahkan prinsip menjadi anggaran, standar, kontrak, indikator, dan perilaku. 

Integritas klaim 

Label hijau-biru memerlukan baseline, taksonomi, MRV, additionality, safeguards, dan audit. Transparansi 

mencegah pembiayaan menjadi kosmetik. Prinsip ini diterapkan pada seluruh pilar dengan menanyakan 

perubahan bersih pada alam, kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, ketahanan, fiskal, dan distribusi. 

Jika satu sasaran dicapai dengan memperburuk sasaran lain, desain harus dikoreksi melalui pencegahan, 

urutan, kompensasi, atau alternatif teknologi. Kejelasan teori perubahan membantu organisasi 

menerjemahkan prinsip menjadi anggaran, standar, kontrak, indikator, dan perilaku. 
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Pembelajaran adaptif 

Ketidakpastian ekologis menuntut pemantauan, ambang tindakan, evaluasi, dan koreksi. Kebijakan harus 

mampu berubah tanpa kehilangan tujuan. Prinsip ini diterapkan pada seluruh pilar dengan menanyakan 

perubahan bersih pada alam, kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, ketahanan, fiskal, dan distribusi. 

Jika satu sasaran dicapai dengan memperburuk sasaran lain, desain harus dikoreksi melalui pencegahan, 

urutan, kompensasi, atau alternatif teknologi. Kejelasan teori perubahan membantu organisasi 

menerjemahkan prinsip menjadi anggaran, standar, kontrak, indikator, dan perilaku. 

Diplomasi lingkungan 

Perdagangan, karbon, biodiversitas, laut, sampah, dan teknologi melintasi batas. Indonesia perlu 

membentuk aturan global sambil menjaga kepentingan nasional. Prinsip ini diterapkan pada seluruh pilar 

dengan menanyakan perubahan bersih pada alam, kesejahteraan, pekerjaan, produktivitas, ketahanan, 

fiskal, dan distribusi. Jika satu sasaran dicapai dengan memperburuk sasaran lain, desain harus dikoreksi 

melalui pencegahan, urutan, kompensasi, atau alternatif teknologi. Kejelasan teori perubahan membantu 

organisasi menerjemahkan prinsip menjadi anggaran, standar, kontrak, indikator, dan perilaku. 

28. Refleksi Strategis 

Hubungan pertumbuhan dan alam 

Pertumbuhan yang sehat meningkatkan nilai tanpa menambah tekanan secara sebanding. Decoupling 

absolut harus dibuktikan dengan data lintas siklus hidup, bukan hanya perbaikan intensitas sementara. 

Implikasinya adalah bahwa analisis biaya-manfaat perlu dilengkapi distribusi, hak, ketidakpastian, ambang 

ekologis, dan kualitas institusi. Kebijakan harus dapat menjelaskan siapa memperoleh manfaat, siapa 

menanggung biaya, bagaimana risiko dikelola, dan pilihan apa yang tetap tersedia. Pendekatan tersebut 

membuat ekonomi hijau-biru lebih dari sekadar daftar proyek; ia menjadi disiplin pembangunan. 

Risiko stranded assets 

Perubahan teknologi, regulasi, pasar, dan iklim dapat menurunkan nilai aset fosil atau aset di lokasi 

rentan. Uji ketahanan membantu mencegah beban berpindah ke publik. Implikasinya adalah bahwa 

analisis biaya-manfaat perlu dilengkapi distribusi, hak, ketidakpastian, ambang ekologis, dan kualitas 

institusi. Kebijakan harus dapat menjelaskan siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, 

bagaimana risiko dikelola, dan pilihan apa yang tetap tersedia. Pendekatan tersebut membuat ekonomi 

hijau-biru lebih dari sekadar daftar proyek; ia menjadi disiplin pembangunan. 

Peran perguruan tinggi 

Universitas dapat menjadi jangkar wilayah melalui riset ekologi, rekayasa, kebijakan, inkubasi, data, 

pendidikan profesional, dan fasilitasi konflik. Implikasinya adalah bahwa analisis biaya-manfaat perlu 

dilengkapi distribusi, hak, ketidakpastian, ambang ekologis, dan kualitas institusi. Kebijakan harus dapat 

menjelaskan siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, bagaimana risiko dikelola, dan pilihan 

apa yang tetap tersedia. Pendekatan tersebut membuat ekonomi hijau-biru lebih dari sekadar daftar 

proyek; ia menjadi disiplin pembangunan. 
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Peran generasi muda 

Generasi muda bukan hanya tenaga kerja masa depan, tetapi inovator, konsumen, warga, dan pemimpin 

yang hidup paling lama dengan konsekuensi keputusan hari ini. Implikasinya adalah bahwa analisis biaya-

manfaat perlu dilengkapi distribusi, hak, ketidakpastian, ambang ekologis, dan kualitas institusi. Kebijakan 

harus dapat menjelaskan siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, bagaimana risiko dikelola, 

dan pilihan apa yang tetap tersedia. Pendekatan tersebut membuat ekonomi hijau-biru lebih dari sekadar 

daftar proyek; ia menjadi disiplin pembangunan. 

Etika pembangunan 

Tidak semua yang dapat dimonetisasi boleh diperdagangkan. Hak, martabat, nilai intrinsik alam, dan 

tanggung jawab menentukan batas moral keputusan ekonomi. Implikasinya adalah bahwa analisis biaya-

manfaat perlu dilengkapi distribusi, hak, ketidakpastian, ambang ekologis, dan kualitas institusi. Kebijakan 

harus dapat menjelaskan siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, bagaimana risiko dikelola, 

dan pilihan apa yang tetap tersedia. Pendekatan tersebut membuat ekonomi hijau-biru lebih dari sekadar 

daftar proyek; ia menjadi disiplin pembangunan. 
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Glossarium 

Adaptasi iklim. Penyesuaian sistem manusia dan alam terhadap dampak iklim aktual atau yang 

diperkirakan. 

Additionality. Manfaat yang tidak akan terjadi tanpa kebijakan atau pembiayaan tertentu. 

Batas ekologis. Ambang tekanan yang masih memungkinkan ekosistem mempertahankan fungsi dan 

ketahanannya. 

Bioekonomi. Pemanfaatan sumber daya biologis, pengetahuan, dan proses hayati untuk menghasilkan 

produk serta jasa. 

Blue carbon. Karbon yang ditangkap dan disimpan ekosistem pesisir dan laut seperti mangrove, lamun, 

dan rawa pasang surut. 

Carrying capacity. Kemampuan lingkungan menopang aktivitas tanpa degradasi yang tidak dapat 

diterima. 

Dekarbonisasi. Penurunan emisi gas rumah kaca dari energi, industri, transportasi, bangunan, dan 

penggunaan lahan. 

Ekonomi biru. Pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan, pekerjaan, 

penghidupan, dan kesehatan ekosistem. 

Ekonomi hijau. Ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, inklusif, dan menjaga modal alam. 

Ekonomi sirkular. Sistem yang mencegah limbah dan mempertahankan nilai produk serta material melalui 

desain, guna ulang, perbaikan, dan daur ulang. 

Eksternalitas. Dampak kepada pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga. 

FPIC. Persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan bagi masyarakat yang memiliki hak terkait. 

Greenwashing. Klaim lingkungan yang menyesatkan atau tidak didukung perubahan substantif. 

Hierarki mitigasi. Urutan menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan terakhir mengompensasi 

dampak. 

IUU fishing. Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. 

Jasa ekosistem. Manfaat ekosistem bagi manusia, termasuk pangan, air, iklim, perlindungan, rekreasi, dan 

budaya. 

Keadilan transisi. Perlindungan hak, pekerjaan, penghidupan, dan kesempatan selama perubahan menuju 

ekonomi berkelanjutan. 

Kekayaan inklusif. Nilai gabungan modal produksi, manusia, alam, dan sosial yang menopang 

kesejahteraan. 

Modal alam. Stok sumber daya dan ekosistem yang menghasilkan jasa bagi ekonomi dan masyarakat. 

MRV. Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi kinerja atau dampak. 
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Nature-based solutions. Tindakan melindungi, mengelola, dan memulihkan ekosistem untuk menjawab 

tantangan masyarakat. 

Net zero. Kondisi ketika emisi antropogenik diseimbangkan oleh pengurangan dan penyerapan yang 

kredibel. 

Overfishing. Tekanan penangkapan yang melampaui kemampuan stok ikan untuk pulih. 

Pembayaran jasa lingkungan. Imbalan bersyarat kepada pihak yang menjaga atau meningkatkan jasa 

ekosistem. 

Pengasaman laut. Penurunan pH laut akibat penyerapan karbon dioksida. 

Produktivitas sumber daya. Nilai ekonomi yang dihasilkan per unit energi, material, air, lahan, atau 

sumber daya. 

Restorasi. Upaya membantu pemulihan struktur, fungsi, dan ketahanan ekosistem. 

Taksonomi hijau-biru. Klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria lingkungan dan sosial. 

Traceability. Kemampuan menelusuri asal, proses, dan pergerakan produk sepanjang rantai pasok. 

Valuasi ekonomi. Penilaian manfaat dan biaya ekonomi, termasuk jasa yang tidak memiliki harga pasar. 
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